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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07 /2020, Menteri Keuangan dapat menyalurkan Kurang Bayar Dana Bagi
Hasil Tahun Anggaran 2019 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
negara dan perkembangan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang
Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No.4916), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu RI
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu
Rl 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1149), Permenkeu RI 35/PMK.07/2020 (BN
Tahun 2020 No.377).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalti Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp2.770.373,00. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Provisi Sumber
Daya Hutan dan Dana Reboisasi sebesar Rp6.405.903.861,00. Kurang Bayar DBH Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp38.811.041.632.245,00. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 yang belum diselesaikan sebesar Rp8.496.616.357.999,00. Lebih Bayar
DBH Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.051.988.581.435,00. Penyaluran Kurang Bayar
DBH kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan negara. Penyelesaian Lebih Bayar DBH diperhitungkan dalam
penyaluran Kurang Bayar DBH dengan mempertimbangkan ruang fiskal daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. PMK 140/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 Nomor 1149);
b. PMK 180/PMK.07 /2019 (BN Tahun 2019 Nomor 1539);
c. PMK 20/PMK.07 /2020 (BN Tahun 2020 Nomor 258); dan
d. PMK 36/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 Nomor 379),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2020.

- Lampiran halaman 16-160.



